KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-21/BC/2024
TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE CUSTOMS
AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Menimbang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023
tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized
Economic Operator) telah ditandatangani Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan The
Customs and Excise Department of The Government of The
Hong Kong Special Administrative Region of The People’s
Republic of China;

bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan
sebagaimana  dimaksud pada  huruf a, telah
ditandatangani Notes of Meeting antara Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dengan The Customs and Excise
Department of The Government of The Hong Kong Special
Administrative Region of The People’s Republic of China;

bahwa telah dilakukan uji coba pelaksanaan Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan The
Customs and Excise Department of The Government of The
Hong Kong Special Administrative Region of The People’s
Republic of China,;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba
sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kedua belah pihak
bersepakat untuk menerapkan Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat secara
penuh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, serta dalam
rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan
Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan The Customs and Excise Department of The
Government of The Hong Kong Special Administrative
Region of The People’s Republic of China, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang
Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan
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Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan The
Customs and Excise Department of The Government of The
Hong Kong Special Administrative Region of The People’s
Republic of China,;

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023
tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized
Economic Operator) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 987);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR
EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN
THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE
GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.

Menerapkan secara penuh klausul-klausul yang tercantum
dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement on Authorized
Economic Operator) dan Notes of Meeting antara Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan The Customs and
Excise Department of The Government of The Hong Kong Special
Administrative Region of The People’s Republic of China (HK
C&ED) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf A dan
Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Penerapan klausul-klausul dalam Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat dan Notes of
Meeting antara DJBC dengan HK C&ED sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, khususnya mengenai
pemberian fasilitas perdagangan melalui percepatan proses
customs clearance berupa penurunan tingkat risiko sebesar
20% pada risk engine reguler dalam manajemen risiko
penjaluran impor.

Fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA diberikan dengan ketentuan:

a. barang impor berasal dari pelabuhan muat di Hong Kong;

b. menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan
nomor identifikasi AEO (AEO Trader Identification Number)
dan tanggal otorisasi (authorization date) perusahaan AEO
Hong Kong; dan
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c. merupakan barang impor untuk dipakai dengan
pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan
Impor Barang BC 2.0.

Memerintahkan  Direktur Kerja  Sama  Internasional
Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan dan
Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis
Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai,
dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehubungan dengan
penerapan secara penuh (mandatory) Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1
Februari 2024.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;

2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan

4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

ASKOLANI
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR KEP-21/BC/2024

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION  ARRANGEMENT  AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE
GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA

KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DENGAN THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT
OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA.

| T
&
EEFURLIE INTHENESL
ARRANGEMENT
BETWEEM
THE MRECTORATE GENERAL OF CLUSTOMS AND EXCISE OF
THE MIMISTRY OF FINANCE OF
THE REPUEBELIC OF INDOMESLA
# M
THE CUSTOMS AMD EXCISE DEPARTMENT OF
THE GOVERNMENT OF
THE HONG KONG SPFECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF
THE FEQFLE'S REFUBLIC OF CHIMA
REGARDING
MUTUAL RECOEHITHON OF THE RESPECTIVE
AUTHORIZED ECONDMIC OPERATOR PROGRAMMES

The Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance
of the Republic of Indonesia and the Custom=s and Excise Department of
the Govermmant of the Hong Hong Special Administrative Region of the
Propla's Republic of China (hersinafier refered bo singularty as “the
Faricipanl”, and collectively as “ihe PaficpantsT);

HOTING the Action Plan betesasn the Dieciorete Generad of Customs and Excies
af the MinEtry of Finance of the Republic of Indonesia and the Customs and
Exciza Deparirment af the Governmend of e Hang Kang Special Sdministrative
Hegion ol tha Facpka's Fapullz of China regendng for mstusd recogrleon of Theair

respectve Authorized Ecomomic Operator Programmes [hersnafar nefesrad 1o
as the “ProgrammesT), signed on 28 June 2018,



http://KEP-21/BC/2024
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://PERIHAL

— e’

CONSIDERING that a jint evalustian by the Participanis has confirmad that ther
respectve Programmes are secunty and complianoe initiatves that strengthen
the sacurity of the supply chain,

RECOGNIZING that the Programmes apply security raquirements in accordanca
with the respeciive laws of the Parlicipanis 82 wel &= the intemationally
recognized security standards set farsh in the “SAFE Framewark of Standards o
Sacure and Faclilale Global Trade™ (héreinafter referred to as the “SAFE
Framework”) adopted by the Workd Customs Organization (herainafter refammed
ta s the WO,

ACKNOWLEDGING the specialized rature of the managemant processas,
progeduras, mechanisms and the legisiations adoplad by the Pamiopants in
adminisiering their respesive Programmes;

UNDERSTANDING that the Programmes and other Customs-to-Customs
measures batwesan the Participants not only consribute significantty to end-So-end
supply chain secunty but also facilifate legifimate trade,

TAKING INTO ACCOUNT Co-oparative Arrangement betwaen th Participants
regarding Co-oparation and Mutual Administratse Assstanoe n Cusloms
Matiers signed in Hong Kong an 186h February 2017,
HAYE REACHED THE FOLLOWING ARRANGEMENTS;

Articla 1

Responsible Entities and Scope

The Participants wil b the responsible antfas for the implamantaion of
this Arangament,

This Arrangement axclusively concemes thie recogniion of the raspactive
Programmes administered by the Paficpants.
i




Artiche 2
Compatibillity

The Participants wil ensure that:

{a)  the standards applied b the respactive Programmas remen compatible in
the Tollowing spects:

accradiation crileria;

application prooess;

validatian process;

apgraval process; ard

manitonng and evallialion procass.

their respeciive Programmes will continue {0 opesade in @ccordance with
the principles and standards of the SAFE Frameswork.

Article 3
Mutual Recagnition

Each Participant will accepd the vabdabon result and approval stafus
granted o Aulhonzed Econamec Operalors (heremafier refared bo as
"AECET) of the othar Participant s Programms,

Each Participant will take imo account the approval status of AEQs of the
othar Paricipant’s Programme in affaring tham, ta e eder practicable,
the fallowing benefis:

(a) expedied dearance through reduced documentary and camgo
inapections;

(k) grant prionty chacks for cargoes that hawve bean salectad for physical
inspection; and

(g} in the event of a disnuglion to inbermational irade, endeaveur 15
3




a3

4.2

prowide expedited clearancs 1o he capoes.

Efher Pamicipant may, under reasonable droumstances, suspend arry oF
all of the banefits ghan 1o AEOS of the other Paricipant provided that the

other Participant has bean notified of the deciion and e undarkying
PEASONS, &5 Appropriale.

Artie e 4
information Exchangs and Communication

The Participants wil set up an information exchange mechanism fo
affsctivaly implemeant the falicwing measures:

(a) euchanging updated information including the name, address,
denlification code and approval staius of e AECs accredited undar
their respactive Frogrammes through an agreed communication
chanra;
comtact paint for customs cooperafian, in arder 1o faciitate the rapid
apd sacure exchange of infarmation and imgrove coondination on
imporiaion igaues;

(] wupdate each othar an any developments in, or reasions of ther
respaciive Programmes; and

(dy exchange mulually benelical inkarmation reganding supply chain
ALty

The Participants will:

(a) each appoint & liaiscn officer and indorm the ather Participant of the
appointment;

jb}  each abide by the other Participants’ respective laws, regulations and
polcies ralaled to the exchanga of infarmation: and
andeavour to gnsure that the information exchanged under this

Arrangement will be kept confidendial and will be used by the
Fl




Participanis and ofher respeclive govemment agencies salely for the
purpcse of implementing thes Arangement  If edther Participant
needs 0 use the nformation for the purposes oculside (he
Arangerment, the requesting Pamiciparn wil seek pror withen
consent from the Participant disclosing the informatian.

Tha Participants wilt

() actively implement this Arangement with & view to slrengthening supply
chain security and enhancing the Perticipants’ commaon nterest in rade
faclitation;
gach strva to pravide AEQS of the other Paricipant’s Programme with
further benefits in accordance with this Arrangement;

actively pursies regular communication under (s Arrangement with & view
to eliminating obetaces to frade resuliing from any emangency sibuabons
and @nganng business continuily; and

promoie ta non-AECk engaging in supply chain acivities ihe benefits of
hig Arrangement with & view 19 encouraging them 1o obtain certification

uniar the reapactive Programmes.

Article &
Consultation, Review and Modification

The Paficpants will endeavour b sallle all sEsies ralaled o the
implemantation of ihis Arrangament by consultations with asch othar

Thie Participants will review this Arangeament as necassary.




The Participants may only madify tis Arrangement by the written cansent
af both Parliciparts, and any modfication to this Arangameant wil take
affact on and from the date mutually determingd by the Participarts,

Article T
Status of Arrangement

This Amrangemant doas not intend to creabs any rights or cbligatons
bending urider intarnadional ke or the lew of ary unsdiction, nor does it
confer or create any rights, prvileges or benefits on any fhird person,
company ar enlity, prvale ar public.

The Participants will implamant the massuras under this Arrargemant in
accordanoe with their respective applicable laws, regulabons, polices, and
practicas &% wall as applicabla inlamatonal agreamants 10 which the
reapactive gowammeants are a pary.

Mg pravisian in this Arrangament wil restrict either Participant from acting

in accordance with the provisons of the applicable mlemational
agresrments, of its respective kws, regulations, and praclices,

Articls B
Commancamant and Discontinuation

This Armangement will come inlo &ffect upon signalure by the Parlicipants.

Either Parlicipard may discontinue any activbes under this Arrangement
by prowiding the other Participant wih a written notification of at least thirty
{30) days in advance of the intended date of decanbinuation.
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SIGNED in duplcate in Jakaria on _ August  §™ 1622  and in Hang Kong
an_ 3 Iﬁhj ust dodd in twe originats in the English and Bahasa Indanasia,
all texts baing equally valid, In case of any divergence of inerpretation, the
English tet will pravail

For the Directorats Genaral of For the Customs and Exclse
Customs and Exclse of Dapartmant of the Hong Kong
the Ministry of Finance of the Special Administrative Region of the
Republic of Indonesia Pecple's Republic of China

oy

Lowise HO Pul-shan
Commissioner
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NOTES OF MEETING ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DENGAN THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT
OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S

REPUBLIC OF CHINA.

1" Technical Meeting for AEQ MRA Implementation
between

Customs & Excise Department [C&ED) and the

Directorate General of Customs and Excise (DGCE)

Neotas  ff Miseting
Cate 1 41 March 2025 |virtual meeting)
Teme : L1430 hes! 1530 hrs {10 timef HE Time)
Presanl : CRED
M. Zam Chang Assistans Superistandens
Wi, Li Weng Soniar FGpacior
DGCE

Be Alian Chaniags

M. Yazs=r Ferdinansyah
Gautama

Melr. Dicirng Saetudin

Wir Andrizs Tulus Cahyano

hir. Yuplandes Khalfi Hefono

Consulate Geraral of
Indanasia in Hang Keng
Me Buharn Sinait

Pepe 1 of 5

Deputy Dirgctor of Bilataral and Regicral
Affairs, Directorsle of Imernational
Affain

Head of Hilsteral Affairs | Sectian,
Subdiraciorate of Dilsteral and Eegional
Affsirs, Directorste of Iefernational
Affairs

Head of Priorizy Frogram Develoaamant
Section,  Subdivectorate  af  Prigry
Pragram and AFD, Diseclorate  af
CusLoims

Hesd of imtelligence Operations Suppart
Section, Subdirectorate of Intcligence,
Directorate of  Emforcemsst and
Preaest i@ thon

IT Specialist of Data Amabgh  and
Services Section, Subdirectarete of Data
Management and Servicas [ireciorate
of Cugbamy and Excie information

Consul of Custams
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fir. Sam Chang and Mr. A¥lan Chariago deliversd the apening remarks and
wilkoimsd all partidpants to the meeting.

Cfficers from CRED and DGCE will further elaborate on the operation of their
AEQ Programnmas in ke meeting. The presentation’s outline of CEED can be
foound in Aaner ! and for BGOF ik Anvser 1T,

Imgort Clearance Frocedore

Both =ces gave an overview presentation of respective Risk Assessmert snd
Cledrance Procedures. CRED and DGCE presented the Mow of handling the
incaming targo, the risk management mechanism applied Tor carga selaction ard
examination as well as mechanism to handie AEQ Cargo respactiveiy

AL0 Hdentification System

Both sides intrdduced briefly the mechanism of respectioe systems to recognine
thi AEDH carga.
The updates from CRED:-

¥ I exporter IDAED company| should sccurately provide their Comparry
name and Address to carries for submitting sisch infermation 1o CRED for
customs clearance.

# Az af todey, there are 39 HKAED: in total
Thie sipclates from DGCE:-

# The HEAED Company should notify its identification code and
authorication date to its Indonesian importer when exporting to Indonesia.
The Indanesian importer should acouately state that Infoemation together
with cde 451" while pedorming mport declaraticn.

¥ DGCE comganes such identification code with the information provided,
which has baan recarded in Custams & Dxcise wvformation System and
Automation (CEISA), and, theraaftes if the two are matched, the DGCE
prosides the MES &BD Lanalits,

¥ Az of today there are around 149 IDAEDS in tatal,

Pege X of 5
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AED Benefits Scheme

Raspsctive AEQ MAA benefits were discussed. Bath sides agreed the falowing
benefits would be pranddied to the AEOs of both sides (as stabed in MRA Text)-

¥ Espedited clearance through reduced documentary and cargn inspactions;

¥ Priority checks for carge that have been selected for physical inspection;
and

¥ Inithe event of a disrupdicn 1o intemational trade, endeavor to provide
expedited clearanc to the cargoes,

After discussion, both sides agraed thst the benefits would be granted to AEOs
consignment anly if the "Fort of erigin® is fram either Hong Kong or indonesia
Pile Operstion Med-anikm

Regarding the mechanism for pilot oparation, kb sides apreed on the
following -

# Salect 5 AED esporter companies that hava frequent export cargoes to
othr sidas 1o ¢ondkict the pilot nan;

1 months pilled operation to test f the AEOs could be identified by
rESpEcthse syRiens;

¥ Conduct the raview for 1 moenth after the pilot run;

¥ IFthe review s satisfactory, baik sides prepare for the full implementation
respectively, e.5.IT system preparation, inform AEOs and set the date for full
enplementation, et

Irfermiatior Farrangs Mechanivr

Both sides peesented respecthee AED data requirements.  The details of
infarmation exchange, induding the data elements required and frequency of
eichange ware ducussed:-

B The st of AED will B# eschenged no later than the first 5 working days af
each maoirity;

P The lst will be eschanged by an encrypted EXCEL fleincluding the kallowing
data fields:

1. identification cods (AECH coda|

Fage 3 of 5
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I name and address of AE0

1, authorized date (accreditatian date)
d, statuz

%. entiy of B0

&. remarks

¥ walidity period (feasibility of adding this Reld snd A requied formet
pending further disosssion between CAED and DGCE)

# The pedsword showld be 10 digits or mone, contaiming capital and grall
letiers and numbsrs, Both sddes could send the password 1o T MesHRCL R
designated electronic mailbox wpon receipt of acknowledgment.

B oM L WONG and Mr Yasser Ferdinansyah Gautama will be the single
Baison offices of CRED and DECE respectively

CEED also pressrtad the latest development on the automation of AED data
exchange betwean CRED and China Customs wia an IT platiorm called AFEX
Aukomation has replaced the traditicral mean of michanging data by email
which enable the transenissian of AEC dita between two places more efficient,
secure, and temely. DGCE noted the dewelapment snd revesled that the
automation of AED data will be the nest step for HE-ID AFD MRS, CRED wil
sérsd mare information about APEX for DGCE for their feasibility study.

Operational Procedure Document

Both sidas stated the & note should be published omce the HE-ID ABD BB 5
fully implemanted.  CRED will issue & Matice to Trader to inform the traders
how to enjoy the benelits under HE-ID AED MAA,

DGCE will Issuse a Directar Genseral Decree that becomes the legal basis for the
full implementation of the MRA, Further, dissemination will also be conducted
regarding the machanism and implemantation of MEA, imternally to the customs
afficers and externally to the axgonar asdfor iraparter [AEQ and non-AE0),

Bath sides agreed to provide all necassary information to each ather 1o compile
rlevant nobes.

Timeline=

Both sides agresd to conduct the pilat rum in May 2023 with & view to being fully
implamented in Aupest 2023,

Fagge 4 of §
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B Contact Poist
The contact points of CEED:-
1. Mr Sam Chang

L M=z Li'Wong
The contact paint od DECE-

L Mr Vacser Ferdimsriyah Gaulsna

4. M Diding Saefudin

10 Closing

In glosieng, BAr Sam Chang and Mre Afian Chaniago stefed thak the mesting was
frstful ard leaking forward to the successhul imolementation HE-ID AEQ FARA.

Signed virually om 21 March 2003

fir. Sam Chang kir Alfian Chaniago
Assistant Superintendent Deputy Director of Bilateral and Regonal
Cihce ol Trade Relations and Pubic dffairs
Coasmmunicatsng Cirecioraie of Internatonal &ffae
CEED DECE

Page 5 of &

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

ASKOLANI

%
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI KEP-21/BC/2024

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION  ARRANGEMENT  AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE
GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL
ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S
REPUBLIC OF CHINA

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN
SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA

DAN

CUKAI DENGAN THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT OF THE

GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (HK C&ED)

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Hong
Kong dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan,
status lainnya, update program AEO, dan informasi terkait lainnya dari
pihak HK C&ED, selanjutnya:

Menyampaikan daftar perusahaan AEO HK C&ED dan
perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan
status lainnya kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai,
Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Direktur Teknis
Kepabeanan dengan cara:

a.

1)

a)

b)

dalam hal sistem komputer pelayanan belum

mengakomodasi form daftar perusahaan AEO Hong Kong
dan perubahannya atau mengalami gangguan; atau
memutakhirkan daftar perusahaan AEO Hong Kong dan
perubahannya pada sistem komputer pelayanan, dalam hal
sistem komputer pelayanan telah mengakomodasi form
daftar perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya;
dan/atau

Menyampaikan informasi berupa update program AEO dan
informasi terkait lainnya dari pihak HK C&ED kepada Direktur
Penindakan dan Penyidikan dan Direktur Teknis Kepabeanan;

Menerima informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau informasi
lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya
yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, update
program AEO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Teknis
Kepabeanan, selanjutnya menyampaikan kepada pihak HK C&ED;

Menyiapkan mekanisme komunikasi antara DJBC dengan pihak HK

C&ED;
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Memberikan bimbingan teknis; dan/atau

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

a.

f.

Dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodasi form
daftar perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya atau
mengalami gangguan, menerima informasi Perusahaan AEO Hong
Kong dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan,
dan status lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai, selanjutnya melakukan pemutakhiran data
pada sistem komputer pelayanan;

Memutakhirkan Sistem Analis Risiko Importasi dalam rangka
pemberian fasilitas perdagangan pada Sistem Komputer Pelayanan;

Menyiapkan dan memastikan fasilitas perdagangan dapat diterapkan
pada sistem komputer pelayanan;

Menyediakan informasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan;

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan; dan/atau

Memberikan bimbingan teknis.

Direktur Penindakan dan Penyidikan

a.

Menerima informasi perusahaan AEO Hong Kong dan perubahannya
yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, dan
informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis;
dan/atau

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Direktur Teknis Kepabeanan

a.

Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Hong
Kong dan perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan,
status lainnya, update program AEO, dan informasi terkait lainnya dari
Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk
selanjutnya dilakukan analisis;

Menerima masukan dan melakukan evaluasi dalam rangka
pelaksanaan penerapan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal
Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement
on Authorized Economic Operator) dengan pihak HK C&ED;

Menyampaikan hasil evaluasi dan/atau informasi lainnya seperti
daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi
penambahan, pengurangan, status lainnya, update program AEO, dan
informasi terkait lainnya kepada Direktur Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai; dan/atau

Memberikan bimbingan teknis;
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Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
a. Memberikan bimbingan teknis; dan/atau

b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi dan layanan informasi;
dan/atau

b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
a. Memberikan pelayanan teknis, konsultasi, dan layanan informasi;
dan/atau

b. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

()

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

ASKOLANI
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